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TINJAUAN UMUM TENTANG

TINDAK PIDANA , NARKOTIKA , RESTORATIVE JUSTICE DAN SISTEM

PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia
disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaarfeit atau delict
sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T
Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang
lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh
di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum. (Kansi, 2007, p. 37)

Delik dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, yang terdiri atas 3
(tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:
1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum; 2) Baar diartikan sebagai
dapat dan boleh; 3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran
dan perbuatan. Jadi istilah Strafbaarfeit yaitu peristiwa yang dapat
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam
bahasa asing disebut dengan delict yang artinya suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenakan hukuman.(Amir Ilyas, 2012, p. 18)
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Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundangundangan
yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan
istilah strafbaar feit adalah: (Adami Chazaw, 2002, p. 87)

a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam
perundangundangan. Hampir seluruh peraturam perundang undangan
menggunakan istilah tindak pidana.

b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR.
R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan
perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa
pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
dalam Pasal 14 Ayat 1.

c. Delik, berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk
menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.

d. Pelanggaran Pidana, dapat dujumpai dalam buku Pokok-Pokok
Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni
dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”
(Adami Chazaw, 2002, p. 90)

Perumusan strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang
undangundang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan
bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
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pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

(Moeljatno, 2002, p. 59)

Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah Tindak Pidana
(strafbaar feit). adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang
perlu diperhatikan ialah:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang
dan diancam pidana;

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman
pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh
karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada
hubungan erat pula. (Moeljatno, 2002, p. 87)

Tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas mengenai
pengertian maupun defenisi saja. Akan tetapi, dibahas juga mengenai
unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga
dapat dikatakan perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat
dihukum atau dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan oleh sesorang
yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno, unsur
tindak pidana adalah: (Erdianto Efendi, 2011, p. 98)

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
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b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
Undang-Undang;

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat E.Y.

Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana

adalah:

a. Kesalahan;

b. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);

c. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/
perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan
pidana;

d. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya)

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang,
yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah
berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi
rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-
Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak
pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya

Roeslan Saleh:
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a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan,
yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang
melanggar larangan).

b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian
perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
diadakan tindakan penghukuman.

c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam
dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.

d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme),
meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung
jawabkan.

e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan,
bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman,

dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan. (Moeljatno, 2002, p. 43)

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang hukum pidana:
a. Unsur Tingkah Laku
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu
perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.
Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam
tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen)
juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku

pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk
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tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan
wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh,
sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak
melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya
seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan
aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan

karena melaksanakan kewajiban hukumnya. (Kansi, 2007, p. 12)

. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya
dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang
(melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat
(melawan hukum materiil).

Unsur "melawan hukum" berarti bahwa perbuatan yang dilakukan
bertentangan dengan norma hukum yang berlaku pada saat itu. Dalam
konteks hukum pidana, perbuatan tersebut harus melanggar ketentuan
hukum yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan yang
berlaku. Doktrin Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege)
Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa
undang-undang yang jelas. Ini berarti tindakan yang tidak diatur
dalam hukum tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam
sistem hukum Indonesia, unsur "melawan hukum" diatur dalam

beberapa dasar hukum, antara lain:Kitab Undang-Undang Hukum
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Pidana (KUHP), Pasal 2 KUHP. Pasal 44 KUHP. (Mahrus Ali, 2015,
p. 34)
¢. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,
karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat
subyektif. Unsur kesalahan dalam tindak pidana mencakup sikap
mental atau niat pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Kesalahan
ini  penting untuk menetapkan apakah pelaku  dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana. (Mahrus Ali, 2015, p. 37)
Unsur ini biasanya mencakup niat Jahat (Dolus) pelaku melakukan

perbuatan dengan sengaja atau dengan niat untuk melakukan tindak

pidana. Ada beberapa tingkatan niat jahat, seperti:

1) Dolus Directus: Pelaku secara langsung dan sengaja ingin
mencapai hasil tertentu.

2) Dolus Indirectus: Pelaku menyadari bahwa tindakannya akan
menyebabkan akibat tertentu, meskipun tidak secara langsung
ingin akibat tersebut.

3) Dolus Eventualis: Pelaku menyadari kemungkinan akibat dari
tindakannya dan tetap melanjutkan tindakan tersebut dengan
menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut. (Erdianto
Efendi, 2011, p. 56)

d. Unsur Akibat Konstitutif



28

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil
(materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat
selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur
akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat
merupakan syarat dipidananya pembuat. (Mahrus Ali, 2015, p. 72)
Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan
dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan
rumusan tindak pidana dapat:

1) Mengenai cara melakukan perbuatan;

2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
3) Mengenai obyek tindak pidana;

4) Mengenai subyek tindak pidana;

5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, dasar hukum mengenai unsur
keadaan menyertai tercantum dalam berbagai ketentuan hukum, baik
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam
undang-undang khusus. Berikut adalah beberapa ketentuan yang
relevan: (Mahrus Ali, 2015, p. 67)

1) Pasal 10 KUHP: Menyebutkan bahwa tindak pidana

diklasifikasikan menjadi delik biasa dan delik khusus. Ini
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menyiratkan bahwa keadaan menyertai perbuatan dapat
mempengaruhi klasifikasi dan penentuan jenis kejahatan.

2) Pasal 11 KUHP: Mengatur mengenai tindak pidana yang
dilakukan dengan keadaan khusus, seperti dalam keadaan
keadaan darurat atau bencana, yang dapat mempengaruhi
pertanggungjawaban pidana.

3) Pasal 56 KUHP: Mengatur mengenai pelaku bersama
(medeplegen) dan pengertian keadaan menyertai seperti peran
serta pelaku dalam tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak
pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari
yang berhak mengadu
g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang

bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa

adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah
perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan
ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan

hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana. (Mahrus Ali, 2015, p. 92)
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak
pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam
pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan
sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan
oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai
perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
(Mahrus Ali, 2015, p. 101)

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak
pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang
perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak
pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan
perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya
dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru
dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang
dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak
pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup

dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian,
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pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi
apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik
aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika
ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan
dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan
relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara
absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Delik aduan relative
adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa
adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk
penuntutannya. (Moeljatno, 2002, p. 104)

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung
terusmenerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus.
Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa
perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik
merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana
yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang
memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus
menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan. (Mahrus Ali, 2015)

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (commission act),
dan delik omisi (omission act). Delik komisi adalah delik yang berupa
pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.

Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap



32

perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga
dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang
memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat
unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi.
Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa
adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang
dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah
dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi

diperberat. (Mahrus Ali, 2015, p. 101)

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau
narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal
dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak
merasakan apa-apa (Hari Sasangka, 2003, p. 35) . Istilah farmakologis
yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan
akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai
seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan,

merangsang dan menimbulkan halusinasi. (Soedjono, 2007, p. 3)
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Narkotika secara terminologis dalam Kamus Besar Indonesia adalah

obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit,

menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Menurut beberapa sarjana

maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

a.

Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika
adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh)
akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut
berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau
halusinasi. (Soedjono, 2007, p. 22)

Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem
saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai
hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan
ketergantungan (ketagihan).

Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat
sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari
morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam
perdaganganperdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah
dihydo morfhine. (Wilson Nadaek, 2003, p. 122)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
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ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut. Sehingga
berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan
bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran,
mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau
halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan
ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-
undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.
(Wilson Nadaek, 2003, p. 12)

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan
istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hokum dan masyarakat.
Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat
dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan
penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk
sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat
menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja
otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang
penggunaannya diatur dengan Undang undang dan peraturan hokum lain
maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol,
Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih

tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system
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kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)
karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam
UndangUndang Narkotika dan Psikotropika. (Refeiater, 2011, p. 23)

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang
bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini
dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau
disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan
akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan
fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah
dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan
menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur). (Lydia
Harlina Martono, 2008, p. 2)

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang
berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang
berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti
sejenis tumbuha-tumbuhan yang mempunyai bungan yang dapat
menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.Sebelum lahirnya
UndangUndang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum
dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga
seringkali dikelompokkan menjadi satu. (Soedjono, 2007, p. 44)

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis.

Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis



36

candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine (Hari

Sasangka, 2003, p. 22) . Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian

narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian

narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen,

Depressant dan Stimulant. Golongan Obat yang sering disalahgunakan

secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.

b. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.

c. Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa)
dan obat penenang (tranquillizer).

d. Obat Stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak
digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan
penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan

dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: (Aswar & Djatmiko, 2023, p. 45)

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi
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dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh :
morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam

golongan. (Aswar & Djatmiko, 2023, p. 49)

Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah
gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat
menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau
masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika
disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat
mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai
budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan
nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan
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Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk
melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui
ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana
mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga
mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan
pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan
sosial. (Fatoni & Wibawa, 2023, p. 77)

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun
kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak,
remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak
lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang
yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang
terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan
sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan
hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk
mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara

kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di
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kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.
(Pakpahan, 2015, p. 78)

Mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai
penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional
(BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83
Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi,
dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga
non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi
melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut
ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan
diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi
dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan
BNN kabupaten/kota.

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan
dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta
pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi,
merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain
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dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila
dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan

seksama. (Raida et al., 2018, p. 34)

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai

berikut:

a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis
b. Pengedaran Narkotika

c. Jual Beli Narkotika

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan
berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem
pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim
dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak

prerogatif hakim.(Raida et al., 2018)

C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1.

Pengertian Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :
“Restorative Justice is a “victim-centered response to crime that allows
the victim, the offender, their families, and representatives of community

to address the harm caused by the crime”.”
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(Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana
yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak
pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat
untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak
pidana”.) (Sinaga, 2021, p. 45)

Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep
Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan
kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang
melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan
kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan
memfasilitasi terjadinya perdamaian”.

keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak
pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk
bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian
dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta
bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. (Akbar, 2023, p. 78)

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan
tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses
penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu
proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan
keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui
cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di

dalamnya.
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Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa
perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai
korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari
perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta
pihak-pithak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi
korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. (Lawalata et al., 2022,
p. 35)

Clifford Dorn seorang sarjana terkemuka dari gerakan Restorative
Justice, telah mendefinisikan Restorative Justice sebagai filosofi keadilan
menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan
pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa Restorative
Justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian
yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan
ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan
bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan
transformasi hubungan antar masyarakat. (Lawalata et al., 2022, p. 76)

Pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa
Restorative Justice adalah pada prisipnya merupakan suatu pendekatan
yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan
mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan
oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak

pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.
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Restorative Justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau
masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan
kesempatan untuk bermusyawarah, Restorative Justice menekankan pada
kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti
rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya,
sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang

disebabkan olehnya kepada korban. (Lawalata et al., 2022, p. 44)

. Konsep Restorative Justice

Menurut Sarre: Restorative Justice is concerned with rebuilding
relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders
and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice
systems. (Keadilan restorative bekaitan dengan bagaimana membangun
kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya
membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan
masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari
sistem-sistem peradilan pidana modern). (Heru Susetyo, 2013, p. 33)
Pendapat Sarre tersebut, dasar pendekatan restoratif berupa tindakan
untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana”
telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di
Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosifi dasar
tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan

semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi
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“mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam
Hukum Adat Indonesia. (Pakpahan, 2015, p. 90)

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan
menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat
mendasar, yaitu pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu
konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan
kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana
itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (criminal justice) haruslah
menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki
kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus
menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk
menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan. (Heru

Susetyo, 2013)

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang
diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudsob tersebut, memberi
pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak
kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana
memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan

pemulihan tindak pidana tersebut. (Raida et al., 2018)

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan
pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu

perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi
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suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi

lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan
yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan
keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.
Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan
diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan
atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak
korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak
korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas
kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat
menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi
kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi,
perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.
Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh
pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana
(keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam
proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan
sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi
pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan
ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru,
khususnya untuk delik pidana aduan agar menitikberatkan pada kondisi

terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku
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tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa
harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam
penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan
(hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi
mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya
terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja
mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan Restorative
Justice. (Fatoni & Wibawa, 2023, p. 33)

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan
menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi
manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya,
sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam
karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan
ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan
dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat. (Heru

Susetyo, 2013, p. 108)

Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat
dalam konsep pendekatan restoratif dalam peneyelesaian tindak pidana,
antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process)
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Setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka
selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang
prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada
penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (due process)
haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi
keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan
melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. (Akbar,

2023)

Implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif
menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan
bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena
dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah
terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengeai
sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (informed
consent) dan pelepasan hak suka rela (wiver of rights) dapat
dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.(Akbar, 2023)

Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan
restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku
adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar
dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa
pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah
pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan yang Setara
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Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative,
keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna
dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama,
asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang
kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu
masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan
yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai
kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.
Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang
berpartisipasi dalam suatu proses restoratif. (Fatoni & Wibawa, 2023,

p. 77)

Hak-Hak Korban

Penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak
korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang
berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum)
dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada
umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan
yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana,
sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan
kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau
manajemen peradilan pidana.

Menurut peneliti, bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan

untuk member penjelasan atau ketarangan yang berhubungan dengan
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kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum
mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar
kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses
penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk
memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.
(Fatoni & Wibawa, 2023, p. 188)
. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada
consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam
menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas
adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan
yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.
Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap
telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan
retributive (keseimbangan timbal balik antara punish dan reward),
sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-
sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan
pelanggaran yang sama. (Lawalata et al., 2022)

Praduga Tak Bersalah

Peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban
pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan
sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap

tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif yang
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mensyaratkan suatu pengakuan Dbersalah merupakan syarat
dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Proses-proses restoratif hak-
hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan
dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi
proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah,
dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus
dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke
pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses
restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. (Fatoni &

Wibawa, 2023)

Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran
yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam
melindungi haknya bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan
informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui
bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang
dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat membuat
keputusan.

Tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses
restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya
sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili
partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses

restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari
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“perjumpaan” (encounter), seperti komunikasi langsung dan
pengungkapan perasaan, Dan pembuatan keputusan kolektif proaktif.
Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-
klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan
seharusnya diharapkan. (Heru Susetyo, 2013, p. 55)

Padahal bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban
atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita
pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban
atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses
atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti
rugi Kejahatan. Oleh karena itu penerapan Restorative Justice di
Proses investigasi sangat diperlukan dalam mempercepat
penyelesaian masalah / sengketadan yang terpenting adalah
tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.(Heru
Susetyo, 2013)

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif, yaitu:

1) Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena
kejahatan;

2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan
negara; dan

3) Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan

masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.
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Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui Restorative Justice
akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang- orang
yang terlibat di dalamnya. Dalam retoratif juga memperbolehkan
hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan
memang benar menganggap bahwa dengan melakukan sanksi tersebut
pelaku dianggap dapat dipertanggung jawabkan tindakan mereka.

(Pakpahan, 2015, p. 76)

D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia
dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het
Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun
1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang
paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981,
kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (M. Yahya Harahap, 2009, p. 34)

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan
pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan
pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak
hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-

Undang.
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Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah
kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP
melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang
berhubungan dengan sistem peradilan pidana. (Nikolas Simanjutak, n.d.)

Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan
mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan
mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem
peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif,
administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat
aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga
pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-
undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik
hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai
dengan sruktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem
yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial
memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara
keseluruhan  ikut  bertanggungjawab  atas  keberhasilan  dan

ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam
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melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.
(Atmasasmita, 2010, p. 55)

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang
terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
pemasyarakatan pidana. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat
komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat
bekerjasama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice
system”. Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice
system adalah sinkonisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat
dibedakan dalam:

a.Sinkronisasi struktural (structural syncronization) yaitu keserempakan
dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak
hukum.

b.Sinkronisasi substansial adalah (substansial syncronization) vyaitu
keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal
dalam kaitannya dengan hukum positif.

c.Sinkronisasi kultural (cultural syncronization) yaitu keserempakan dan
keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan
falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan
pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:
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a.Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan
pidana  (kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan).

b.Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen
peradilan pidana.

c.Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efesiensi
penyelesaian perkara.

d.Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “the
administration of justice” (Pakpahan, 2015)

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur
atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan
integratif agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal.
Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka
menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

a.Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-
masing instansi, schubungan dengan tugas mereka bersama;

b.Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing
instansi sebagai subsitem dari sitem peradilan pidana;

c.Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi
maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas

menyeluruh dari sistem peradilan pidana. (Pakpahan, 2015)

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan

antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem
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peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi
peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam
prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem
peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak
bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak
dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin
bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari
prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka
normatif sistem peradilan pidana terpadu. (Atmasasmita, 2010, p. 77)
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem
peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai
berikut:
a.Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent) karena
produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi
subsistem yang lain;
b.Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and
cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya
penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
c.Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan
berpengaruh pada subsistem yang lain.
Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana
dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai

suatu sisitem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang
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sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi

masyarakat dan menegakkan hukum. (Tolib Effendi, 2013, p. 123)



